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14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
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1. Melakukan kajian atas 

informasi/dokumen yang tidak 

termasuk dalam DIP dengan 

melibatkan tim uji konsekuensi 

informasi publik

Berkas permohonan 

informasi/dokumen dari 

pemohon informasi, 

permohonan keberatan

Setiap saat Berkas permohonan 

informasi yang telah 

diisi lengkap dan 

dilampiri fotocopy/scan 

identitas diri (KTP)

2. Tim uji konsekuensi memberikan 

pertimbangan permohonan informasi 

publik selain informasi yang telah 

ditetapkan dalam DIP

Notulen atau berita acara 

pleno

Pada hari dan jam 

kerja, maksimal 10 

(sepuluh) hari kerja, 

sejak permohonan 

informasi 

teregistrasi

Notulensi atau berita 

acara pleno

3. Melakukan koordinasi pengujian 

konsekuensi guna melakukan 

klarifikasi informasi publik

Informasi/dokumen yang 

diminta oleh pemohon 

informasi atau surat 

penolakan jika 

informasi/dokumen 

tersebut dikategorikan 

rahasia

Setiap saat Informasi publik yang 

diminta oleh pemohon 

informasi atau surat 

penolakan

4 Melakukan pengujian konsekuensi 

dengan melibatkan tim ahli 

berdasarkan peraturan komisi 

informasi

Surat permohonan, surat 

jawaban atas 

permohonan informasi, 

permohonan keberatan, 

notulensi

7 (tujuh) hari sejak 

pemberitahuan 

tertulis diberikan

Berita acara pengujian 

konsekuensi, daftar 

hadir, draft SK 

pengujian konsekuensi

5 Membuat hasil uji konsekuensi secara 

tertulis dan dilaporkan kepada 

pimpinan Badan Publik untuk 

mendapatkan persetujuan

Draft penetapan 

pengujian konsekuensi

Berita acara pengujian 

konsekuensi, daftar 

hadir, draft SK 

pengujian konsekuensi
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6 Melakukan review atas hasil uji 

konsekuensi, jika setuju diserahkan 

kepada PPID untuk ditetapkan

Draft penetapan 

pengujian konsekuensi

Berita acara pengujian 

konsekuensi, daftar 

hadir, draft SK 

pengujian konsekuensi

7 Menetapkan informasi dikecualikan SK pengujian 

konsekuensi

Berita acara pengujian 

konsekuensi, daftar 

hadir, draft SK 

pengujian konsekuensi


